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Abstrak
 

Tanggung jawab pidana perusahaan adalah ide yang telah lama ditetapkan karena kejahatan kerah putih

terus berkembang dengan skala besar. Ada begitu banyak bentuk perusahaan yang terlahir di jaman kini dan

tesis ini terutama akan menyelami ke dalam wacana bagaimana kewajiban pidana perusahaan akan

diberlakukan pada perusahaan yang tidak berbadan hukum. Perubahan KUHP baru-baru ini menjadi patokan

WvSr atau KUHP Belanda yang memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidananya. Hal ini

menimbulkan penyelidikan tentang apakah agen/individu yang terlibat dalam perusahaan tersebut

bertanggung jawab, perusahaan itu sendiri atau baik perusahaan dan agen/individu ketika menyangkut

perusahaan yang tidak berbadan hukum. Kerumitan lain yang perlu diatasi sebagai cacat KUHP baru adalah

definisi korporasi dimana istilah ‘Korporasi’ mengarah pada legal jargon yang menyesatkan dan tidak sesuai

dengan standar KUHP Belanda. Tesis ini pertama-tama akan menyanggah pentingnya alasan mengapa

perusahaan-perusahaan yang tidak berbadan hukum harus dimintai pertanggungjawaban karena

perusahaannya harus dapat melakukan atribusi pidana, bukan hanya sekedar menyalahkan partner atau

pemilik perusahaan, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP. KUHP mendekati CCL

terhadap partner/pemilik perusahaan, hal ini bertentangan dengan seluruh alasan mengapa perusahaan yang

tidak berbadan hukum harus dikenakan CCL. Penelitian ini menekankan pentingnya pengakuan ‘Kesalahan

Perusahaan’ (Corporate Ethos Approach) dalam cara perusahaan-perusahaan yang tidak berbadan hukum

dapat dimintai pertanggungjawaban CCL dibandingkan hanya mengandalkan kesalahan individu yang

tercermin dalam peraturan yang ada.

......Corporate criminal liability is an idea that has been long established as white collar crimes are

continuously growing with massive scales. There are myriads of different forms of corporations today, this

thesis will mainly dive into the discourse of how corporate criminal liability is to be imposed on

corporations that does not posses legal personality, unincorporated companies. The recent changes in the

Indonesian Penal Code is benchmarked by the Dutch Penal Code where it includes corporations as it’s legal

subject. This poses inquisitions on whether the agents/individuals involved in such corporation are to be

liable, the corporation itself or both the corporation and the agent/individual when it comes to

unincorporated companies. Another complication that needs to be addressed as the flaw of the new KUHP

includes the definition in which corporations are addressed where the term ‘Korporasi’ leads to a misleading

legal jargon that is not in accordance to the benchmarks of the Dutch Penal Code. This thesis will first

debunk the importance of the rationale of why unincorporated companies should be held liable in the way

it’s corporation should be able to hold criminal attribution instead of solely attributing it’s faults to partners

or the owners of the company, as the existing provisions within the KUHP approaches CCL on the
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partners/owners of the company which contradicts the whole rationale behind why unincorporated

companies are to be imposed with CCL in the first place. This research presses on the significance of the

acknowledgement of ‘Corporate Fault’ (Corporate Ethos Approach) in the way unincorporated companies

are to be held liable CCL instead of merely relying on individual faults which is mirrored by the subsisting

regulations.


